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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 20 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 3  

TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  

        

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penilaian kinerja dan 

pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung, namun dalam 

perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan 

perubahan dalam rangka penghitungan kinerja dan 

pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai secara 

berkeadilan dan terukur sesuai dengan capaian target 

kinerja secara individu maupun secara institusional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2.  Undang-Undang ... 

SALINAN 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5607);  

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

9.  Peraturan ... 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu005.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu036.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2011pp048.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2016pp018.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp072.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp072.pdf
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid- 19); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 6041); 

16.   Peraturan ... 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp011.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp012.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp012.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/176084/Keppres_Nomor_11_Tahun_2020.pdf
https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e88fbb9f1e49a08cc1313033343232
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2011/bn310-2011.pdf
https://jdih.menpan.go.id/puu-361-Peraturan%20Menpan.html
https://jdih.menpan.go.id/puu-361-Peraturan%20Menpan.html
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16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 

Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2012 Nomor 27); 

19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 019 Tahun 2019 

tentang Pembentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana 

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 19); 

        

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung  

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c ditambah 1 (satu) angka, 

yakni angka 3, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 24 

(1) Dengan pemberian TPP-ASN, maka PNS dan CPNS 

dilarang:  

a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah 

dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas 

kedinasan;   

b.  menerima ... 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdih.menpan.go.id/puu-834-Peraturan%20Menpan.html
https://jdih.menpan.go.id/puu-834-Peraturan%20Menpan.html
http://litbang.kemendagri.go.id/website/data/Kepmendagri%20TPP.pdf
http://litbang.kemendagri.go.id/website/data/Kepmendagri%20TPP.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/2462/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/21989/detail
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b. menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan 

yang bersumber dari APBD; 

c. menerima imbalan/pendapatan lain kecuali:  

1. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas 

baik dalam kota, dalam daerah dan/atau luar 

daerah;  

2. segala bentuk imbalan atau pendapatan lainnya 

baik kegiatan DAK, BLUD dan yang bersumber 

dari APBN dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah selain APBD; dan 

3. honorarium/insentif pelaksanaan tugas 

penanggulangan dan penanganan bencana. 

(2) Untuk PNS yang ditempatkan pada Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kota Bandung atau yang masih 

mendapatkan bagian dari pemungutan insentif dari 

pemungutan pajak/retribusi maka tidak mendapatkan 

lagi insentif pemungutan pajak/retribusi. 

 

2. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) di ubah dan ditambah 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 51 

(1) Dalam masa status keadaan tertentu tanggap darurat 

Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), proporsi 

besaran tunjangan dan penilaian IKI tidak di 

berlakukan. 

(2) Dalam hal pejabat struktural yang terdampak akibat 

penyederhanaan birokrasi, TPP-PNS akan ditetapkan 

dengan Keputusan Wali Kota. 

 

(3)  Pembayaran ... 
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(3) Pembayaran terhadap TPP pada masa status keadaan 

tertentu tanggap darurat Corona Virus Desease 2019 

(Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah. 

 

Pasal II 

Peraturan  Wali  Kota  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal 

diundangkan. 

Agar    setiap    orang    mengetahuinya,    

memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Bandung. 

 

Ditetapkan di Bandung  

pada tanggal 30 April 2020 

WALI KOTA BANDUNG, 

TTD. 

ODED MOHAMAD DANIAL 

 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 30 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

TTD. 

                    EMA SUMARNA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 20  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 

 

 

H. BAMBANG SUHARI, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19650715 198603 1 027 
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